Tk
AYi ¢

Sy
tak Pengusahaan
Perairan Pesisir (kP3)

Editor: Masyhuri Imron

pada Masyarakat Pulau Kecil
sebagai Solusi Mengatasi—
Problem Kemandirian Masyarakat
di Wilayah Perbatasan Indonesia




Ptudi pebwna/?an
kak Pengusahaan
Perairan Pesisir (kP3)
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Problem Kemandirian Masyarakat di Wilayah Perbatasan Indonesia

bertumpu pada kebijakan pengelolaan pemerintah pusat,

melalui berbagai peraturan perundangan yang terkait.
Berdasarkan perundang-undangan itu maka banyak lembaga
pemerintah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir di
Pulau Sebatik. Selain pemerintah, stakeholder yang terlibat
dalam pengelolaan kelautan di sekitar Pulau Sebatik adalah
masyarakat lokal, yaitu berupa pemanfaatan laut untuk
melakukan penangkapan ikan.

p engelolaan perairan di Pulau Sebatik saat ini masih

Banyaknya stakeholderdi Sebatik menimbulkan terjadinya konflik
antar stakeholder, yaitu konflik antara nelayan lokal dengan
trawl dan konflik yang terjadi karena penanaman rumput laut.
Konflik lain lebih bersifat politis, yaitu konflik Blok Ambalat, yang
diklaim pemilikannya oleh pemerintah Malaysia. Banyaknya
stakeholder yang terkait dengan pengelolaan laut diharapkan
saling bersinergi, sehingga pengelolaan pesisir dan laut dapat
dilaksanakan dengan optimal. Meskipun demikian, hal itu sulit
dilakukan, karena masing-masing lembaga memiliki kepentingan
yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya hak pengusahaan
perairan pesisir (HP3) diterapkan di kawasan inj, maka terjadinya
benturan kepentingan antara berbagai lembaga tidak dapat
dihindarkan.
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KATA PENGANTAR

17.508 pulau, baik besar maupun kecil. Di antara pulau-pulau itu,

sekitar 92 pulau berada di wilyah perbatasan, dan memiliki
fungsi strategis bagi negara Indonesia, karena berkaitan dengan batas
wilayah dengan negara tetangga, yaitu sebagai titik dasar dari garis
pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan
Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Landas Kontinen
Indonesia. Oleh karena itu pulau-pulau kecil di perbatasan itu perlu
dikelola secara khusus dengan memanfaatkan dan mengembangkan
potensi sumberdaya yang ada di dalamnya, dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya.

Buku yang merupakan hasil penelitian dengan judul “Studi
Penerapan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) pada Masyarakat
Pulau Kecil sebagai Solusi Mengatasi Problem Kemandirian
Masyarakat di Wilayah Perbatasan Indonesia”, ini merupakan hasil
karya tim peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
— lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dengan kehadiran buku ini
diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengelolaan kelautan
dan pulau kecil di masa yang akan datang.

Kepada para penulis, kami mengucapkan selamat atas
terbitnya buku ini. Kepada pihak-pihak yang telah membantu bagi
terwujudnya tulisan ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung,
kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya. Ucapan syukur juga sudah selayaknya kami panjatkan
kehadapan Allah, atas selesainya penelitian ini.

Jakarta, Desember 2009

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
kebudayaan — LIPI

Ttd.
Drs. Abdul Rahman Patji, MA

@ebagai suatu negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar
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